ABSTRAK

Dalam sebuah perkawinan suami istri diharapkan dapat mempunyai
keturunan yang baik dan diharapkan dapat meneruskan cita-cita orang tuanya.
Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna bila suami istri belum
dikaruniai anak, karena mempunyai kedudukan penting dan merupakan salah satu
tujuan dari sebuah perkawinan. Suatu keluarga baru dikatakan lengkap apabila
terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Pelaksanaan pengangkatan anak pada
umumnya terjadi apabila pasangan suami istri belum atau tidak mempunyai anak,
keinginan untuk mempunyai anak merupakan naluri dari manusia itu sendiri, akan
tetapi karena karena kehendak Tuhan, keinginan mempunyai anak tidak tercapai.
Untuk mengatasi hal tersebut yaitu keinginan untuk mempunyai anak adalah
melaksakan pengangkatan anak atau adopsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan
pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dengan
melakukan penelitian bahan sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan
dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Kedungwuni
Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan cara
terang dan tunai, meskipun begitu terdapat warga yang melakukan pengangkatan
anak dengan tidak terang dan tidak tunai yang sesuai dengan hukum adat yang
berlaku di daerah Jawa.

Dalam sistem pembagian waris menggunakan pewarisan individual yang
berarti tidak membedakan jenis kelamin, artinya laki-laki atau perempuan sama-
sama mempunyai hak dalam mewaris harta gono-gini yang diwariskan dari orang
tua angkatnya, serta mendapat warisan dari orang tua kandungnya. Di dalam
Hukum Adat anak angkat hanya mewaris dari orang tua angkatnya sebatas pada
harta gono-gini saja tidak termasuk harta bawaan serta mendapat memperoleh
warisan dari orang tua kandungnya, maka dikatakan bahwa hubungan anak angkat
dengan orang tua kandungnya tidak putus hubungannya.
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